
ten tang 
Republik 

Lembaran 

Undang-Undang Nornor 1 Tahun 2004 
Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara 
Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan 
Negara Republik Indonesia Nomor 4355); 

3. 

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan 
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4286); 

ten tang 
Dalam 

Tahun 1950 
Kabupaten 

··~ .Undang-Undang Nomor 13 
Pembentukan Daerah-Daerah 
Lingkungan Propinsi J awa Tengah; 

1. 

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud 
huruf a clan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati 
tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah Kabupaten Kudus; 

b. bahwa berdasarkan ketentuan Bab I huruf A angka 2 huruf 
f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 
Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan 
Daerah, Bupati selaku pemegang kekuasaan Pengelolaan 
Keuangan Daerah berwenang menetapkan kebijakan 
Pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; 

a. bahwa dalam rangka memberikan pedoman pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah bagi Perangkat 
Daerahj Satuan Kerja Perangkat Daerah dan Satuan Kerja 
Pengelola Keuangan Daerah serta guna menjamin tertib 
administrasi keseluruhan kegiatan yang meliputi 
perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, 
pertanggungjawaban, clan pengawasan keuangan daerah, 
.perlu adanya Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah; 

BUPATI KUDUS, 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH 

KABUPATEN KUDUS 

-- ...... """- .... TENT ANG 

PERATURAN BUPATI KUDUS 
NOMOR 3~-· TAHUN 2~21. .: 

BUPATI KUDUS 

PROVINS! JA WA TENGAH 

Mengingat 

Menimbang 



11. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang 
Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ~005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 457 4); . 

.. 
' 

9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang 
Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5601), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 65_73); 

10. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang · 
Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan 
dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman 
Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran 
Negara · Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 48, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 
4287); 

· .. 

8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang 
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah 
beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nom()r.6573); 

7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 ten tang Pajak 
Daerah ·dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 5049), sebagaimana telah 
diubah dengan Undang - Undang Nomor 11 Tahun 2020 
tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 6573); . .. 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang 
Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan 
Pemerintahan Daerah (LembararrNegara Republik "Indonesia · 
Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 4438); 

5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem 
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421); 

4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004· tentang 
Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung J awab Keuangan 
Negara [Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 
Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4400); 

2 



; . 

20. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah 
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 5272); 

19. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang 
Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165); 

18. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata 
Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan 
Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 20.10 Nomor 119, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161); 

'i"' 

16. Peraturan Pemerintah Nomor · 21 Tahun 2008 tentang 
Penyelenggaraan · Penanggulangan Bencana (Lembaran 
Negara . Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4~28); 

17; Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang 
Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran 
Negara . Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4829); 

15. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang 
Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 
25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 
Nomor 4614); 

14. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang 
Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan 
Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 
Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara . Republik 
Indonesia Nomor 4585); 

. . 
13. Peraturan Pemerintah Nornor 56 Tahun 2005 tentang 

Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor .138, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576), 
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah 
Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan 
Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi 
Keuangan Daerah (Lembaran .. Negara Republik Indonesia 
Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia N omor 5155); 

. . . 
12. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana · 

Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 
2005 Nornor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik 
Indonesia Nomor 4575); 
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28. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2007 
tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Lembaran Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2007 Nomor 3, 
Tambahan Lembaran DaerahKabupaten Kudus Nomor 99); 

29. Peraturan Daerah Kabupaten Kudus Nomor 3 Tahun 2016 
tentang . Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah 
Kabupaten Kudus (Lembaran Daerah Kabupaten Kudus 
Tahun -2016 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah 
Kabupaten Kudus Nomor 193); 

30. Peraturan Bupati Kudus Nomor 20 Tahun· 2020 ten tang 
Transaksi Non Tunai dalam Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus(Berita 
Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2020 Nornor 20); 

27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 
tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah 
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 
1781); · · .. 

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 
tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana 
Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat · Kelurahan 
(Berita Negara Repulik Indonesian'I'ahun 2018 Nornor 139); 

25. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2016 tentang 
Pengadaan Barang/ J asa Pemerintah (Lembaran Negara­ 
RepublikIndonesia Tahun 2018 Nomor 33); 

24. Peraturan Pemerintah Nomor i2 Tahun 2019 tentang 
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik 
Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6322); 

23. Peraturan Pemerintah Nomor 18 'Tahun 2017 tentang Hak 
Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara. Republik 
Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran 
Negara Republik Indonesia Nomor 6057); . 

22. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang 
Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia 
Tahun ·2.016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara 
Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah 
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 
tentang Perubahan atas Peraturan Pernerintah Nomor 18 
Tahun 2,016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402); ~ . 

21. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang 
Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara 
Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan 
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533); 
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. 8. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan 
yang. meliputi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, 
penatausahaan, pelaporan,. pertanggungjawaban, dan 
pengawasan keuangan Daerah. 

·1. Peraturan Daerah. yang selanjutnya disebut Perda adalah 
peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh Dewan 
Perwakilan Rakyat Daerah dengan persetujuan bersama 
Bupati . 

6. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban Daerah 
dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang 
dapat dinilai dengan uang serta segala bentuk kekayaan yang 
dapat dijac;likan milik Daerah berhubungan dengan hak dan 
kewajiban.Daerah tersebut . 

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat 
DPRD adalah lembaga perwakilan rakyat · Daerah yang 
berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintah 
Daerah .. 

5. 
Bupati adalah Bupati Kudus. 4. 

Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur 
penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin 
pelaksanaan Urusan Pemerintahan ·yang menjadi kewenangan 
daerah otonom. 

3. 

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan- Urusan 
Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan 
Rakyat Daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan 
dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan 
prinsip · Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana 
dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik 
Indonesia Tahun 1945. 

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang 
memegang kekuasaan Pemerintahan Negara Kesatuan 
Republik -Indcneeia yang dibantu · oleh Wakil Presiden dan 
menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar 
Negara Republik Iridonesia Tahun 1945. 

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan : 

Pasal 1 

BABI 
KETENTUAN UMUM 

PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN 
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH KABUPATEN 
KUDUS. 

MEMUTUSKAN 
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19. Kuasa Pengguna Anggaran yang selanjutnya disingkat KPA 
adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan 
sebagian . kewenangan Pengguna Anggaran dalam 
melaksanakan sebagian tugas dan fungsi Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

18. Pengguna, Anggaran yang selanjutnya disingkat PA adalah 
pejabat pemegang . kewenangan penggunaan anggaran untuk 
melaksanakan tugas dan fungsi · Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang dipimpinnya. 

17. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disebut 
Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk 
melaksanakan sebagian tugas Bendahara Umum Daerah. 

16. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD 
adalah Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang bertindak 
dalam kapasitas sebagai Bendahara Umum Daerah. 

15. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat 'PPKD adalah Kepala Satuan Kerja Pengelola 
Keuangan · Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan 
pengelolaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan 
bertindak sebagai Bendahara Umum Daerah. 

14. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan .Keuangan Daerah adalah 
Bupati yang karena jabatannya mempunyai kewenangan 
menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan 
daerah. 

-". 

13. Unit Organisasi Bersifat Khusus adalah Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang memberi layanan secara profesional 
dan memiliki otonomi dalam pengelolaan keuangan dan 
barang milik Daerah serta bidang kepegawaian. 

12. Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut 
Unit SKPD adalah bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah 
yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa program. 

11. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya 
disingkat SKPKD adalah unsur penunjang Urusan 
Pemerintahan Daerah pada Pemerintah Daerah yang 
melaksanakan Pengelolaan Keuangan, Daerah. 

10. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat 
SKPD adalah unsur perangkat Daerah pada P_emerintah 
Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan Daerah. 

9. Anggaran .Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya 
disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Daerah 
yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah. ~ 
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28. Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKPD, adalah dokumen perencariaan Daerah untuk periode 1 
(satu) tahun anggaran. 

27. Pegawai Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya .disingkat 
Pegawai ASN adalah Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai 
Pemerintah dengan perjanjian kerja yang diangkat oleh 
pejabat pembina kepegawaian dan diserahi tugas dalam 
suatu jabatan Pemerintahan atau diserahi tugas lainnya dan 
digaji berdasarkan peraraturan perundang-undangan. 

-~ . 

26. Bendahara Pengeluaran Pembantu adalah pejabat yang 
ditunjuk · untuk membantu Bendahara Pengeluaran dalam · 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mernpertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja 
daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 
Belanja Daerah pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah .. 

25. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat . yang ditunjuk 
menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan Belanja 
Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan 

i . . 

Belanja Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

. 24. Bendahara Penerimaan Pembantu adalah pejabat yang. 
ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, 
menatausahakan, dan mempertanggunglawabkan uang 
Pendapatan Daerah dalam rangka pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah pada Unit Satuan Kerja 
Perangkat Daerah. 

23. Bendahara Penerimaan adalah pejabat yang ditunjuk untuk 
menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan 
mempertanggungjawabkan uang Pendapatan Daerah dalam 
rangka pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah pada Satuan Kerja Perangkat Daerah . 

,• 

22. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat 
PPTK adalah pejabat pada Unitv-Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang melaksanakan 1 (satu) atau beberapa kegiatan 
dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya, 

21. Pejabat Penatausahaan Keuangan Unit Satuan · Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PPK Unit-SKPD 
adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha 
keuangan pada Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah. 

I • 

l"- 

20. Pejabat Penatausahaan Keuangan Satuan Kerja Perangkat 
Daerah yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat 
yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. I . 
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36. Rekening -Kas Umuin Daerah yang selanjutnya disingkat 
RKUD adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah 
yang ditentukan oleh Bupati 'untuk menampung seluruh 
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah pada bank yang ditetapkan. 

·35. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang Daerah 
yang ditentukan oleh Bupati untuk inenampung seluruh 
Penerimaan Daerah dan digunakan untuk membayar seluruh 
Pengeluaran Daerah. 

34. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD 
adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan dan 
belanja yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan 
perubahan anggaran oleh Pengguna Anggaran. 

33. Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah . yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD .adalah 
dokumen yang memuat pendapatan dan · belanja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat pendapatan, 
belanja, dan pembiayaan Satuan Kerja Perangkat Daerah 

. yang melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah yang 
digunakan sebagai dasar pelaksanaan anggaran oleh 
Pengguna •Anggaran. 

32. Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, 
yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen yang 
memuat rencana pendapatan dan belanja Satuan Kerja 
Perangkat Daerah atau dokumen yang memuat rencana 
pendapatan, belanja, . dan pembiayaan Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang · melaksanakan fungsi Bendahara . ' ' 

Umum Daerah yang digunakan sebagai dasar penyusunan 
rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 

31. Prioritas dan Plafon Anggaran S~~~ntara yang selanjutnya 
disingkat PPAS adalah program prioritas dan batas maksimal 
anggaran · yang diberikan kepada Satuan Kerja Perangkat 
Daerah untuk setiap program dan kegiatan sebagai acuan 
dalam penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan 
Kerja Perangkat Daerah. 

30 .. Kebijakan Umum Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang 
memuat ~ kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan 
pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 
(satu} tahun anggaran. 

29. Tim Anggaran Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat 
TAPD adalah tim yang bertugas menyiapkan dan 
melaksanakan kebijakan Bupati dalam rangka penyusunan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. 
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48. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan untuk 
mendanai .kebutuhan pembangunan prasarana dan sarana 
Daerah yang tidak dapat dibebankan dalam 1 (satu) tahun 
anggaran .. 

47. Utang Daerah adalah jumlah uang yang · wajib dibayar 
Pemerintah Daerah dan/atau_ kewajiban Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan . 
perundang-undangan, perjanjian, atau berdasarkan sebab 
lainnya yang sah. 

46. Piutang Daerah adalah jurnlah uang yang wajib dibayar 
kepada Plmerintah Daerah danj'atau hak Pemerintah Daerah 
yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau 
akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan 
atau akibat lainnya yang sah. 

45. Pinjaman . Daerah adalah semua transaksi yang 
mengakibatkan Daerah menerima sejumlah uang atau 
menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain 
sehingga Daerah tersebut dibebani kewajiban untuk 
membayar kembali. 

. 44. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disebut 
SiLPA adalah selisih . lebih realisasi penerimaan dan 
pengeluaran anggaran selama 1 (satu) periode anggaran. 

43. Pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar 
kembali dan/ atau pengeluaran yang akan diterima kembali, 
baik padar tahun anggaran yang berkenanaan maupun pada 
tahun-tahun anggaran berikutnya.: 

42. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara 
pendapatan daerah dan belanj a daerah. 

41. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih · lebih antara 
pendapatan daerah dan belanja daerah. 

40. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah 
yang diakui sebagai pengurang nilai~kekayaan bersih dalam 
periode tahun anggaran yang berkenaan. 

39. Pendapatan Daerah adalah aemua hak daerah yang diakui 
sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun 
anggaran yang berkenaan. 

~ 

38. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari _kas 'umum 
daerah. 

3 7. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum 
daerah. 
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Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan uang muka 
kerja yang bersifat pengisian · kembali (revolving) yang tidak 
dapat dilakukan dengan pembayaran langsung. ,t-t Ill' 

57. 

' ... ~~ . 56. Pembayaran Langsung yang selanjutnya disingkat LS adalah 
pembayaran langsung kepada Bendahara Pengeluaran/ 
Bendahara Pengeluaran Pembantu/penerima hak lainnya 
atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau surat 
perintah kerja lainnya. 

55. Tambahan Uang Persecliaan yang selanjutnya disingkat TU 
adalah tambahan uang muka yang diberikan Bendahara 
Pengeluaran/Bendahara Pengeluaran Pembantu untuk 
membiayai pengeluaran atas pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan dan Belanja Daerah yang tidak cukup didanai 
dari uang persediaan dengan batas waktu dalam 1 (satu) 
bulan. 

54. Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya clisingkat GU adalah 
perrnintaan pengganti uang persediaan yarig tidak dapat 
clilakukan dengan pembayaran langsung. · 

53. Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat UP adalah uang 
muka kerja dalam jumlah tertentu yang diberikan kepada 
Bendahara Pengeluaran untuk membiayai kegiatan 
operasional pada Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit 
Satuan Kerja Perangkat Daerah clan/ atau untuk membiayai 
pengeluaran yang menurut sifat clan tujuannya tidak 
mungkin · dilakukan melalui mekanisme pembayaran 
langsung. 

. " ' 

52. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat 
SPP adalah dokumen yang digunakan untuk mengajukan 
permintaan pembayaran. 

51. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD 
adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana sebagai 
dasar penerbitan Surat Permintaan Pembayaran atas 
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah. 

·,· 

50. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk 
yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas 
keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna 
mendanai-pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode. 

49. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat 
ekonomis seperti bunga, deviden, royalti, manfaat sosial 
dan/ a tau . manfaat lainnya sehingga dapat . meningkatkan 
kemampuan Pemerintah dalam rangka pelayanan kepada 
masyarakat. 
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64. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang 

_selanjutnya disingkat SPM-TU adalah · dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas Be ban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran/Dokurnen Pelaksanaan Perubahan · Anggaran 
Batuan Kerja Perangkat Daerah, karena kebutuhan dananya 
tidak dapat menggunakan pembayaran langsung clan uang 
persediaan. 

63. Surat Perintah ·Membayar Ganti Uang Persediaan yang 
selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang 
digunakan untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana 
atas Be ban pengeluaran Dokumen Pelaksanaan 
Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran 
Satuan Kerja Perangkat Daerah yang dananya dipergunakan 
untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan. 

61. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM 
adalah dokumen yang digunakan untuk penerbitan Surat 
Perintah Pencairan Dana· atas beban pengeluaran Dokumen 
Pelaksanaan Anggaran/Dokumen Pelaksanaan Perubahan 
Anggaran ~atuan Kerja Perangkat Daerah, 

62. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya 
disingkat SPM-UP adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban · 
pengeluaran Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja 
Perangkat Daerah yang dipergunakan sebagai uang 
persediaan untuk mendanai kegiatan. 

," 

60. Surat Permintaan Pembayaran Langsung yang selanjutnya 
disingkat · SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh . 
bendahara pengeluaran/bendahara pengeluaran pembantu 
/penerima hak lainnya untuk permintaan pembayaran 
langsung atas dasar perjanjian kerja, surat tugas dan/atau 
surat perintah kerja lainnya. 

59. Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang Persediaan 
yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang 
diajukan oleh Bendahara Pengeluararr/Bendahara 
Pengeluaran Pembantu untuk permintaan tambahan uang 
persediaan guna melaksanakan kegiatan Satuan Kerja 
Perangkat: Daerah yang bersifat mendesak dan tidak dapat 
digunakan· untuk pembayaran -langsung clan uang 

. persediaan. 

~ 
58. Surat Perrnintaan Pembayaran Ganti Uang Persediaan yang 

selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan 
oleh Bendahara Pengeluaran untuk permintaan pengganti 
uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan · 
pembayaran langsung. 
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73. Mobile Post adalah alat yang digunakan untuk melakukan 
pernbayaran retribusi yang dapat dibawa petugas berkeliling 
untuk penagihan/ penarikan retribusi pedagang pasar. 

72. Mesin Electronic Data Capture yang selanjutnya disebut Mesin 
EDC adalah sebuah alat yang menerima pembayaran yang 
dapat menghubungkan antar rekening bank, fungsinya untuk 
memindahkan dana secara realiime. 

71. Cash Management System Transaction atau yang selanjutnya 
disebut CMS Transaction adalah salah satu jenis layanan 
pengelolaan keuangan yang ditujukan untuk nasabah non 
perorangan (instanel/perusahaan/Iembaga) dimana nasabah 
yang bersangkutan dapat melakukan pengelolaan keuangan 
langsung melalui fasilitas online. 

~ 
70. TransaksiNon Tunai adalah Pemindahan sejumlah nilai uang 

dari satu Pihak ke Pihak lain dengan menggunakan · 
instrumen berupa Alat Pembayaran . Menggunakan Kartu 
(APMK), eek, bilyet giro, uang elektronik, atau sejenisnya. 

69 ." Badan Layanan Um um Daerah yang selanjutnya disingkat 
BLUI? adalah Unit SKPD di lingkungan Pemerintah Daerah 
yang di · bentuk untuk mernberikan pelayanan kepada 
masyarakat · berupa penyediaan barang dan/ a tau jasa yang 
dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam 
rnelakukan kegiatannya didasarkan pada prinsip efisiensi dan 

· produktivitas. 

•'•• .. 

68. Rekonsiliasi .adalah mencocokkan saldo masing-masing dari 
dua akurr atau lebih yang mempunyai hubungan satu dengan . 
yang lain. 

67. Barang Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BMD adalah 
. semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban Anggaran 

Pendapatan dan Belanja Daerah atau berasal dari perolehan 
lainnya yang sah. 

66. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disebut 
SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar 
pencairan .. dana atas beban Anggaran Pendapatan dan Belanja 
Daerah. 

65. · Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya 
disingkat ,.SPM-LS adalah dokumen yang digunakan untuk 
penerbitan . Surat Perintah Pencairan Dana atas Behan 
pengeluaran Dokumen . Pelaksanaan Anggaran/Dokumen 
Pelaksanaan Perubahan Anggaran Satuan Kerja Perangkat 
Daerah kepada pihak ketiga. 
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Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati 
Kudus Nornor 52 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus 
(Berita Daerah Kabupaten Kudus Tahun 2019 Nomor 52) dicabut 
dan dinyatakarr tidak berlaku. 

Pasal 4· 

BAB IV 
KETENTUAN PENUTUP 

(1) Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dart Belanja 
Daerah Kabupaten Kudus sebagalmana tercantum · dalam 
Lampiran I yang merupakan bagian tak terpisahkan dari 
Peraturan Bupati ini. 

(2) Contoh Format Kelengkapan Administrasi yang digunakan 
dalam pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II 
yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan 
Bupati ini. 

(3) Pengadaan barang/jasa berpedoman pada ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang berlaku. . 

.... 

Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
Kabupaten Kudus meliputi : 

Pasal 3 

BAB III 
PEDOMAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN 

1 BELANJA DAERAH 

(2) Tujuan penyusunan Pedoman Pelaksanaan · Anggaran 
Pendapatan · dan Belanja Daerah .Kabupaten Kudus adalah 
mewujudkan keterpaduan, keserasian, fepat mutu, tepat waktu, 
tertib administrasi, tepat sasaran dan disiplin anggaran. 

( 1) Maksud penyusunan Pedoman Pelaksanaan Anggaran 
Pendapatan · dan Belanja Daerah Kabupaten Kudus adalah 
sebagai alat pengendalian dan pengawasan pelaksanaan 
Anggaran Pendapatan dan Belanj a Daerah. 

Pasal 2 

BAB II 
MAKSUD DAN TUJUAN 
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· BERITA DAERAH KABUPATEN KUDUS TAHUN 2e21 NOMOR 32 

Diundangkan di Kudus 
pada tanggal 3 Septet1ber aezn 

HARTOPO· 

j ~ ' 

BUPl\.TI KUDUS, 

Ditetapkan di Kudus 
pada tanggal 2 Septec.ber 2B21, 

Agar setiap orang mengetahuinya, rnemerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah 
Kabupaten Kudus. 

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. 

Pasal 5 
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